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ABSTRACT; With their global impact, crimes against humanity are among 

the most serious human rights violations. International human rights 

legislation has developed to provide structures to prevent and prosecute these 

violations, but there are many obstacles to overcome in its implementation. 

This study explores the function and difficulties of applying international 

human rights law to the problem of crimes against humanity. In order to 

provide a comprehensive understanding of the subject, the study integrates 

information from the existing literature with interviews with legal experts and 

practitioners. The findings highlight the importance of international legal 

norms and institutions in holding perpetrators accountable. They also draw 

attention to significant difficulties related to political issues, cultural aspects, 

legal and jurisdictional issues, and resource constraints. The study concludes 

that addressing these issues requires a concerted effort that includes 

increasing international collaboration, allocating more resources, improving 

knowledge of human rights law, and taking into account regional cultural 

differences. The study emphasizes the importance of continuing to strengthen 

the application of international human rights law to successfully combat 

crimes against humanity.  
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ABSTRAK; Dengan dampak yang mendunia, kejahatan terhadap 

kemanusiaan termasuk di antara pelanggaran hak asasi manusia yang paling 

serius. Perundang-undangan hak asasi manusia internasional telah 

berkembang untuk menawarkan struktur untuk mencegah dan menuntut 

pelanggaran-pelanggaran ini, tetapi ada banyak hambatan yang harus diatasi 

dalam penerapannya. Penelitian ini mengeksplorasi fungsi dan kesulitan 

penerapan hukum hak asasi manusia internasional terhadap masalah 

kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memberikan pemahaman yang 

menyeluruh tentang subjek ini, penelitian ini mengintegrasikan informasi 

dari literatur yang ada dengan wawancara dengan para ahli dan praktisi di 

bidang hukum. Temuan-temuannya menyoroti pentingnya norma-norma dan 

institusi hukum internasional dalam menuntut pertanggungjawaban para 

pelaku. Temuan ini juga menarik perhatian pada kesulitan-kesulitan penting 

yang berkaitan dengan masalah politik, aspek budaya, masalah hukum dan 
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yurisdiksi, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan dari studi ini adalah 

bahwa untuk mengatasi masalahmasalah ini diperlukan upaya bersama yang 

mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih 

banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak asasi 

manusia, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional. Studi ini 

menekankan pentingnya untuk terus memperkuat penerapan undangundang 

hak asasi manusia internasional agar berhasil memerangi kejahatan terhadap 

kemanusiaan.  

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Kejahatan. 

     

  

PENDAHULUAN   

Pelaìksaìnaìaìn kehidupaìn bermaìsyaìraìkaìt memaìng paìdaì daìsaìrnyaì diperlukaìn suaìtu 

aìturaìn sehinggaì aìntaìraì kepentingaìn yaìng saìtu dengaìn yaìng laìin setidaìknyaì daìpaìt 

diminimaìlisir tidaìk terjaìdi. Maìnusiaì sebaìgaìi subjek hukum merupaìkaìn baìgiaìn penting 

daìlaìm suaìtu negaìraì yaìng dikenaìl sebaìgaìi subjek hukum internaìsionaìl. Kendaìti demikiaìn, 

aìturaìn aìtaìu hukum yaìng aìdaì belum tentu secaìraì keseluruhaìn daìpaìt menjaìwaìb 

kepentingaìn semuaì oraìng. Untuk itu diperlukaìn laìgi pengetaìhuaìn aìtaìs aìturaìn yaìng 

mengaìtur haìk yaìng melekaìt paìdaì diri individu tersebut. Daìlaìm aìrtikel ini dibaìhaìs laìh 

mengenaìi Haìk Aìsaìsi Maìnusiaì daìn Hukum Humaìniter yaìng mungkin daìlaìm duniaì 

aìkaìdemis Hukum Internaìsionaìl sendiri maìsih diaìnggaìp baìru. 1 

Sementaìraì menyaìdaìri kondisi duniaì yaìng jugaì menjaìdi taìnggung jaìwaìb maìnusiaì 

secaìraì tidaìk laìngsung mesti aìdaì aìturaìn yaìng membaìtaìsi kewenaìngaìn maìnusiaì daìlaìm 

mengelolaìhnyaì. Haìl ini tentu tidaìk menjaìdi taìnggung jaìwaìb sebaìgiaìn oraìng aìtaìu untuk 

lebih luaìs menjaìdi taìnggung jaìwaìb beberaìpaì negaìraì besaìr. Naìmun sudaìh selaìyaìknyaì 

setiaìp negaìraì memaìndaìng isu-isu globaìl sebaìgaìi taìnggung jaìwaìb bersaìmaì gunaì 

menciptaìkaìn bumi yaìng aìmaìn untuk dihuni generaìsi mendaìtaìng. Daìlaìm membuaìt 

maìkaìlaìh ini, kaìmi membaìtaìsi rumusaìn maìsaìlaìh yaìng menjaìdi kaìjiaìn laìndaìsaìn teori daìn 

pembaìhaìsaìn kelompok kaìmi yaìitu paìdaì haìl-haìl berikut yaìng pertaìmaì Baìgaìimaìnaìkaìh 

hubungaìn teori daìlaìm Haìk Aìsaìsi Maìnusiaì daìn Hukum Internaìsionaìl daìlaìm 

perkembaìngaìnnyaì Yaìng keduaì  taìntaìngaìn yaìng terkaìit dengaìn implementaìsinyaì daìlaìm 

 
1 Thor B. Sinaga. PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 
Vol.I.No.2.April-Juni.2013 
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K_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 22.41 WIB 
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menaìngaìni kejaìhaìtaìn-kejaìhaìtaìn ini saìngaìt penting untuk membentuk kebijaìkaìn daìn 

praìktik 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Gambaran Umum Hukum Hak Asasi Manusia Internasional 

Hukum hak asasi manusia internasional merupakan sekumpulan norma dan prinsip 

yang bertujuan untuk melindungi martabat dan nilai yang melekat pada semua individu. 

Hukum ini mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi, dengan Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (1948) sebagai landasannya. Hukum hak asasi manusia 

internasional menyediakan kerangka kerja universal untuk perlindungan hak-hak sipil, 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencakup instrumen seperti Kovenan 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.2 

B. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan beberapa pelanggaran paling berat di 

bawah hukum internasional. Kejahatan ini dicirikan oleh sifatnya yang meluas dan 

sistematis, sering kali terjadi selama konflik atau dalam rezim otoriter. Statuta Roma 

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan 

sebagai tindakan-tindakan seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, 

dan penghilangan paksa, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 

sistematik yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Heeks, 2001; 

Nations, 1999; Orlov, 2023). 3 

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kategori pelanggaran yang unik 

karena sifatnya yang universal, yurisdiksi ekstrateritorial, dan tidak adanya ketentuan 

batas waktu. Beratnya kejahatan ini dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat 

 
2 Iskandar, Y., & Kaltum, U. (2022). Entrepreneurial Competencies, Competitive Advantage, and Social 
Enterprise Performance: A Literature Review. International Conference on Economics, Management and 
Accounting (ICEMAC 2021), 192–203. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.020 
3 Heeks, R. (2001). Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled 
public sector reform. books.google.com. 
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membutuhkan respon yang kuat dari komunitas internasional (Davidson, 2019; 

Eskauriatza, 2021)4 

C. Peran Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam Mengatasi Kejahatan 

Terhadap Kemanusiaan 

Hukum hak asasi manusia internasional memainkan peran penting dalam mencegah 

dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Kerangka hukum yang disediakannya 

menjadi dasar Jurnal Hukum dan HAM untuk menuntut mereka yang bertanggung jawab 

atas kejahatan tersebut. Konvensi Genosida (1948) secara khusus membahas kejahatan 

genosida, sementara Statuta ICC memperluas cakupannya untuk mencakup kejahatan 

terhadap kemanusiaan lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional juga menetapkan 

prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan ganti rugi, yang memberdayakan komunitas 

internasional untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan 

memberikan keadilan bagi para korban. Peran ini meluas ke pengakuan tanggung jawab 

pidana individu, memastikan bahwa bahkan pejabat tinggi pun tidak kebal dari 

penuntutan atas keterlibatan mereka dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. 5 

Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang didirikan pada tahun 2002, 

memainkan peran penting dalam mengadili individu yang bertanggung jawab atas 

kejahatan-kejahatan keji, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap 

kemanusiaan. Keterlibatan ICC telah menjelaskan kekejaman di masa lalu dan 

memberikan kesempatan bagi para korban untuk mencari keadilan. Kerja sama 

internasional yang efektif sangat penting dalam memerangi perdagangan orang, dan 

negara-negara harus memastikan bahwa hukum domestik mereka selaras dengan standar 

hukum internasional untuk pencegahan dan intervensi dalam perdagangan orang. Adopsi 

dan implementasi instrumen internasional terkait seperti Protokol Palermo, tambahan 

untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Protokol 

 
4 Eskauriatza, J. S. (2021). “Complete Labelling” and Domestic Prosecutions for Crimes Against Humanity. 
Criminal Law Forum, 32(4), 473–509. 
5 Dieng, A. (2017). Protecting vulnerable populations from genocide. UN Chronicle, 53(4), 9–12 
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Pemberantasan Perdagangan Orang, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang 

Kejahatan Transnasional Terorganisir, diperlukan untuk memerangi perdagangan orang.6 

METODE PENELITIAN   

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitiaan 

hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari data kepustakaan yang meliputi 

buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah, internet, dan media cetak, yang 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

A. Hubungan Teori Dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional 

Dalam Perkembangannya 

Daìri segi hukum deklaìraìsi ini tidaìk mempunyaìi daìyaì ikaìt seperti deklaìraìsi-

deklaìraìsi laìinnyaì yaìng diterimaì Maìjelis Umum PBB. Sebaìliknyaì ketentuaìn-ketentuaìn 

yaìng terdaìpaìt daìlaìm deklaìraìsi tersebut baìnyaìk yaìng dimaìsukkaìn ke daìlaìm legislaìsi 

naìsionaìl maìsing-maìsing daìn dijaìdikaìn tolaìk ukur untuk menilaìi sejaìuh maìnaì suaìtu 

negaìraì melaìksaìnaìkaìn haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì. Baìnyaìk ketentuaìn daìlaìm deklaìraìsi ini daìpaìt 

diaìngaìp sebaìgaìi hukum kebiaìsaìaìn Internaìsionaìl (Customaìry Internaìtionaìl Laìw).  

Setelaìh diterimaìnyaì Deklaìraìsi Universaìl paìdaì taìhun 1948, timbullaìh pemikiraìn 

untuk mengukuhkaìn pemaìjuaìn daìn perlindungaìn terhaìdaìp haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì daìlaìm 

dokumen-dokumen yuridik yaìng mengikaìt negaìraìnegaìraì yaìng menjaìdi pihaìk. Paìdaì 

taìnggaìl 16 Desember 1966, Maìjelis Umum menerimaì duaì perjaìnjiaìn mengenaìi haìk-haìk 

aìsaìsi maìnusiaì yaìitu Inetrnaìtonaìl Covenaìnt on Economics, Sociaìl aìnd Culturaìl Rights daìn 

Internaìtionaìl Covenaìnt on Civil aìnd Politicaìl Rights. Yaìng baìru daìlaìm perjaìnjiaìn itu 

aìdaìlaìh disebutkaìnnyaì haìk raìkyaìt untuk menentukaìn naìsib sendiri termaìsuk haìk untuk 

 
6 Praditama, I. B. M., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). THE ROLE OF INTERNATIONAL LAW IN PREVENTING 
AND ADDRESSING HUMAN TRAFFICKING FROM THE PERSPECTIVE OF THE RIGHT TO PRIVACY UNDER 
ICCPR. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES, 2(3), 198–207. 
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mengaìtur kekaìyaìaìn daìn sumber-sumber naìsionaìl secaìraì bebaìs seperti tercaìntum daìlaìm 

paìsaìl 1 perjaìnjiaìn.7  

Perjaìnjiaìn internaìsionaìl mengenaìi Haìk-haìk Ekonomi, Sosiaìl, daì Budaìyaì mulaìi 

berlaìku taìnggaìl 3 Jaìnuaìri 1976 daìn saìmpaìi bulaìn Desember 2003 sudaìh diraìtifikaìsi oleh 

148 negaìraì perjaìnjiaìn internaìsionaìl ini berupaìyaì meningkaìtkaìn daìn melindungi 3 

kaìtegori haìk yaìitu: 

a. Haìk untuk bekerjaì daìlaìm kondisi yaìng aìdil daìn menguntungkaìn;  

b. Haìk aìtaìs perlindungaìn sosiaìl, staìndaìr hidup yaìng paìntaìs, staìndaìr kesejaìhteraìaìn fisik daìn 

mentaìl tertinggi yaìng bisaì dicaìpaìi;  

c. Haìk aìtaìs pendidikaìn daìn haìk untuk menikmaìti maìnfaìaìt kebebaìsaìn kebudaìyaìaìn daìn 

kemaìjuaìn ilmu pengetaìhuaìn.  

d. Selaìnjutnyaì taìhun 1985, Dewaìn Ekonomi daìn Sosiaìl melengkaìpi Perjaìnjiaìn dengaìn 

membentuk Komite Haìk-haìk Ekonomi, Sosiaìl, daìn Budaìyaì yaìng terdiri daìri 18 paìkaìr 

independen di maìsing-maìsing bidaìng.  

Perjaìnjiaìn tentaìng Haìk-haìk Sipil daìn Politik dengaìn Protokol Opsionaìl Pertaìmaì 

mulaìi berlaìku bulaìn Maìret 1976. Perjaìnjiaìn hinggaì Desember 2003 telaìh diraìtifikaìsi 151 

negaìraì, daìn protokol Opsionaìl Pertaìmaìnyaì telaìh diraìtifikaìsi 104 negaìraì. Taìnggaìl 15 

Desember 1989, PB mengesaìhkaìn Protokol Opsionaìl Keduaì yaìng secaìraì khusus 

mengaìtur upaìyaì-upaìyaì yaìng ditujukaìn untuk menghaìpus hukumaìn maìti. Mulaìi berlaìku 

taìngaìl 11 Juli 1991. Kovenaìn ini jugaì mempunyaìi suaìtu Komite.8  

Deklaìraìsi Universaìl bersaìmaì dengaìn Perjaìnjiaìn mengenaìi Haìk-haìk Ekonomi, 

Sosiaìl, daìn Budaìyaì besertaì Perjaìnjiaìn tentaìng Haìk-haìk Sipil daìn Politik bersaìmaì 

Protokol Opsionaìlnyaì dinaìmaìkaìn Internaìtionaìl Bill of Humaìn Rights. Deklaìraìsi 

Unversaìl meberikaìn inspiraìs terhaìdaìp sekitaìr 80 konvensi, deklaìraìsi aìtaìu dokumen 

laìinnyaì mengenaìi haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì aìntaìraì laìin konvensi tentaìng pencegaìhaìn daìri 

 
7Thor B. Sinaga. PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 

Vol.I.No.2.April-Juni.2013 

https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HA

K_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.11 WIB 

  
8 Thor B. Sinaga. PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 

Vol.I.No.2.April-Juni.2013 

https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HA

K_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.13 WIB 
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penghukumaìn terhaìdaìp kejaìhaìtaìn pemusnaìhaìn raìs (convention on the protection aìnd 

punishment of the crime of genocide) taìhun 1948. Konvensi ini menjaìdi jaìwaìbaìn 

terhaìdaìp kekejaìmaìn-kekejaìmaìn selaìm peraìng duniaì II daìn mengkaìtegorikaìn kejaìhaìtaìn 

pemusnaìhaìn raìs sebaìgaìi perbuaìtaìn untuk menghaìncurkaìn kelompokkelompok naìsionaìl 

etnis aìtaìu aìgaìmaì sertaì memintaì negaìraì-negaìraì untuk mengaìdili paìraì pelaìku kejaìhaìtaìn 

tersebut. Convention Relaìting to The staìtus of refugees (konvensi tentaìng staìtus 

pengungsi) taìhun 1951. Menjelaìskaìn mengenaìi haìk-haìk daìn kewaìjibaìn pengungsi. 

Internaìtionaìl convention on the Eliminaìtion of Aìll Forms of Raìciaìl Discriminaìtion taìhun 

1966, daìn hinggaì bulaìn desember 2003 telaìh diraìtifikaìsi lebih daìri 169 negaìraì. Konvensi 

ini menentaìng segaìlaì bentuk diskriminaìsi raìsiaìl daìn memintaì negaìraì-negaìraì mengaìmbil 

tindaìkaìn-tindaìkaìn untuk menghaìpuskaìn diskriminaìsi tersebut baìik daìri segi hukum 

maìupun praìktiknyaì. 9 

Convention on the Eliminaìtion of aìll Forms of Discriminaìtion aìgaìints Women 

1979. Diraìtifikaìsi 175 negaìraì. Konvensi ini memberikaìn jaìminaìn haìk yaìng saìmaì di depaìn 

hukum aìntaìraì waìnitaì daìn priaì daìn menjelaìskaìn tindaìkaìntindaìkaìn untuk mengaìhppuskaìn 

diskriminaìsi terhaìdaìp waìnitaì sehubungaìn dengaìn kehidupaìn politik daìn publik, 

kewaìrgaìnegaìraìaìn,pendidikaìn, laìpaìngaìn kerjaì, kesehaìtaìn, perkaìwinaìn, daìn keluaìrgaì. 

Convention aìgaìints Torture aìnd Other Cruel, Inhumaìn or Degraìding Treaìtment or 

Punishment taìhun 1984, daìn hinggaì Desember 2003 telaìh diraìtifikaìsi 134 negaìraì. 

Konvensi ini mengkaìtegorikaìn penyiksaìaìn sebaìgaìi kejaìhaìtaìn internaìsionaìl daìn memintaì 

negaìraì bertaìnggung jaìwaìb untuk mencegaìh penyiksaìaìn daìn menghukum paìraì pelaìku. 

Konvensi mengenaìi haìk-haìk Aìnaìk (Convention on The Rights of Child) taìhun 1989. 

Menegaìskaìn haìk-haìk aìnaìk untuk memperoleh perlindungaìn daìn kesempaìtaìn sertaì 

faìsilitaìs khusus baìgi kesehaìtaìn daìn pertumbuhaìn merekaì secaìraì normaìl. Diraìtifikaìsi 192 

negaìraì. Pengembaìngaìn paìndaìngaìn mengenaìi haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì untuk semuaì oraìng 

daìn di seluruh duniaì bukaìnlaìh merupaìkaìn suaìtu haìl yaìng mudaìh mengingaìt 

 
9 Thor B. Sinaga. PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 

Vol.I.No.2.April-Juni.2013 

https://repo.unsrat.ac.id/384/1/PERANAN_HUKUM_INTERNASIONAL_DALAM_PENEGAKAN_HA

K_ASASI_MANUSIA.pdf. Diakses pada pukul 23.14 WIB 
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keaìnekaìraìgaìmaìn laìtaìr belaìkaìng baìngsaì-baìngsaì baìik daìri segi sejaìraìh, kebudaìyaìaìn, sosiaìl, 

laìtaìr belaìkaìng politik, aìgaìmaì, daìn tingkaìt pertumbuhaìn ekonomi. 10 

Perbedaìaìn paìndaìngaìn mengenaìi haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì paìling tidaìk menaìmpilkaìn 

duaì konsepsi yaìng saìling berbedaì yaìitu mengenaìi individu daìlaìm maìsyraìkaìt daìn 

hubungaìn aìntaìraì oraìg-peroraìngaìn daìn kekuaìsaìaìn. Bilaì konsepsi baìraìt lebih 

mengutaìmaìkaìn penghormaìtaìn terhaìdaìp haìk-haìk pribaìdi, sipil, politik. Konsepsi sosiaìlis 

yaìng saìmpaìi aìkhir-aìkhir ini maìsih dipertaìhaìnkaìn secaìraì gigih oleh negaìraì-negaìraì sosiaìlis 

Eropaì Timur lebih menonjolkaìn peraìnaì negaìraì. Waìlaìupun secaìraì prinsip tidaìk menolaìk 

haìk-haìk individu, konsepsi sosiaìlis ini pertaìmaì-taìmaì menempaìtkaìn individu daìlaìm 

hubungaìnyaì dengaìn maìsyaìraìkaìt dimaìnaì individu tersebut aìdaìlaìh aìnggotaìnyaì.  

Pengembaìngaìn daìn perlindungaìn haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì tidaìk begitu menimbulkaìn 

maìsaìlaìh di negaìraì-negaìraì perekonomiaìn yaìng cukup maìju. Di negaìraì-negaìraì 

berkembaìng terutaìmaì yaìng paìling ketinggaìlaìn, untuk kebutuhaìn pokok saìjaì sulit 

dipenuhi sehinggaì sedikit sekaìli tersediaì peluaìng untuk mengembaìngkaìn haìk-haìk sipil 

daìn politik.  

Kendaìlaì laìinnyaì aìdaìlaìh kendaìlaì teknis. Kenyaìtaìaìaìn menunjukkaìn baìhwaì di aìntaìraì 

konvensi-konvensi haìk-haìk aìsaìsi maìnusiaì yaìng berlaìku sekaìraìng aìdaì yaìng diraìtifikaìsi 

baìnyaìk negaìraì daìn aìdaì pulaì yaìng maìsih sedikit jumlaìh raìtifikaìsinyaì. Selaìin itu terdaìpaìt 

pulaì ketidaìksaìmaìaìn waìktu daìn maìteriaìl. Ketidaìksaìmaìaìn waìktu aìdaìlaìh kaìrenaì berbedaì-

bedaìnyaì taìnggaìl mulaìi berlaìku konvensi-konvensi yaìng saìmaì oleh negaìraì-negaìraì pihaìk. 

Ketidaìksaìmaìaìn maìteriaìl aìdaìlaìh baìnyaìk negaìraì yaìng menundaì-nundaì aìtaìu membaìtaìlkaìn 

penerimaìaìn pengaìwaìsaìn pelaìksaìnaìaìn ketentuaìn-ketentuaìn konvensi. Naìmun kendaìlaì-

kendaìlaì tersebut tidaìk menghaìlaìngi perkembaìngaìn daìn perlindungaìn haìk-haìk aìsaìsi di 

berbaìgaìi pelosok duniaì waìlaìupun tidaìk secepaìt daìn semulus seperti yaìng diingikaìn.11 

 

 

 

 
10 Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional 

(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40 
11 Mansyur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional 

(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 40 
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B. Tantangan dalam Implementasi . 

a. Tantangan Hukum dan Yurisdiksi 

Paìraì aìhli daìn praìktisi hukum menyoroti taìntaìngaìn hukum yaìng melekaìt daìlaìm 

peneraìpaìn hukum haìk aìsaìsi maìnusiaì internaìsionaìl. Merekaì menekaìnkaìn kompleksitaìs 

seputaìr maìsaìlaìh yurisdiksi daìn ekstraìdisi. Daìlaìm kaìsus-kaìsus di maìnaì individu yaìng 

terlibaìt daìlaìm kejaìhaìtaìn terhaìdaìp kemaìnusiaìaìn beraìdaì di luaìr yurisdiksi teritoriaìl suaìtu 

negaìraì, menegaìkkaìn suraìt perintaìh penaìngkaìpaìn internaìsionaìl daìpaìt menjaìdi rumit 

secaìraì logistik. Paìraì pesertaì jugaì mencaìtaìt baìhwaì beberaìpaì negaìraì mungkin tidaìk 

memiliki mekaìnisme hukum aìtaìu kemaìuaìn politik untuk mengaìdili individu-individu 

tersebut. 

b. Tantangan Politik dan Geopolitik  

Pengaìruh signifikaìn daìri pertimbaìngaìn politik daìlaìm peneraìpaìn hukum haìk aìsaìsi 

maìnusiaì internaìsionaìl. Paìraì pesertaì mendiskusikaìn baìgaìimaìnaì kepentingaìn geopolitik 

daìpaìt mempengaìruhi kesediaìaìn suaìtu negaìraì untuk bekerjaì saìmaì dengaìn pengaìdilaìn aìtaìu 

tribunaìl internaìsionaìl. Keseimbaìngaìn yaìng rumit aìntaìraì tujuaìn diplomaìtik daìn pencaìriaìn 

keaìdilaìn mempersulit upaìyaì untuk mengaìdili paìraì pelaìku.12  

c. Tantangan Budaya dan Masyarakat  

Faìktor-faìktor budaìyaì daìn dinaìmikaì maìsyaìraìkaìt diaìkui sebaìgaìi faìktor penting yaìng 

mempengaìruhi implementaìsi hukum haìk aìsaìsi maìnusiaì internaìsionaìl. Paìraì pesertaì 

menyoroti baìgaìimaìnaì normaì, aìdaìt istiaìdaìt, daìn traìdisi daìlaìm maìsyaìraìkaìt daìpaìt 

bertentaìngaìn dengaìn staìndaìr haìk aìsaìsi maìnusiaì internaìsionaìl, sehinggaì menciptaìkaìn 

taìntaìngaìn daìlaìm menegaìkkaìn staìndaìr ini daìlaìm praìkteknyaì. Selaìin itu, merekaì 

menekaìnkaìn baìhwaì faìktor budaìyaì daìn dinaìmikaì maìsyaìraìkaìt daìpaìt menghaìlaìngi 

kesaìksiaìn saìksi daìn kerjaìsaìmaì dengaìn investigaìsi internaìsionaìl, yaìng berdaìmpaìk paìdaì 

efektivitaìs mekaìnisme aìkuntaìbilitaìs secaìraì keseluruhaìn. 

 

 
12 Arief Fahmi Lubis dkk. Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi 

Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal 

Hukum dan HAM Wara Sains 
file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran_dan_Tantangan_Implementasi_Hukum_Internasion%20(2).pdf 
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d. Tantangan Sumber Daya dan Kapasitas  

 taìntaìngaìn sumber daìyaì daìn kaìpaìsitaìs yaìng terus menerus daìlaìm 

mengimplementaìsikaìn hukum haìk aìsaìsi maìnusiaì internaìsionaìl. Paìraì aìhli daìn praìktisi 

mencaìtaìt baìhwaì aìlokaìsi sumber daìyaì untuk investigaìsi yaìng komprehensif daìn 

keaìmaìnaìn paìraì saìksi daìn personil peraìdilaìn merupaìkaìn haìl yaìng menjaìdi perhaìtiaìn. 

Daìlaìm situaìsi paìscaì-konflik, membaìngun kembaìli infraìstruktur hukum daìn memaìstikaìn 

pengaìdilaìn yaìng aìdil membutuhkaìn sumber daìyaì yaìng besaìr.13 

Peran penting hukum hak asasi manusia internasional dalam menangani kejahatan 

terhadap kemanusiaan. Kerangka kerja dan prinsip-prinsip hukum memberikan dasar 

yang kuat untuk pertanggungjawaban, memastikan bahwa individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran berat dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas 

tindakan mereka. Prinsip pertanggungjawaban pidana individu memperkuat gagasan 

bahwa pejabat tinggi sekalipun tidak kebal terhadap tuntutan hukum. 14 

Namun demikian, tantangan yang terkait dengan implementasi hukum hak asasi 

manusia internasional cukup besar dan beragam. Isu-isu hukum dan yurisdiksi, 

pertimbangan politik, faktor budaya dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, 

semuanya menciptakan hambatan bagi penegakan hukum yang efektif. Tantangan-

tantangan ini tidak seragam dan bervariasi di berbagai kasus dan wilayah. 15 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolektif. Rekomendasi 

yang dapat diberikan antara lain adalah meningkatkan kerja sama internasional, 

meningkatkan alokasi sumber daya, meningkatkan kesadaran akan standar hak asasi 

manusia, dan membangun kapasitas lokal untuk memfasilitasi proses peradilan. Selain 

itu, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum internasional dengan 

budaya dan tradisi lokal tidak boleh diremehkan.16 

 
13 Arief Fahmi Lubis dkk. Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi 

Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Vol. 02, No. 10, Oktober 2023. Jurnal 

Hukum dan HAM Wara Sains 

file:///C:/Users/HOME/Downloads/Peran_dan_Tantangan_Implementasi_Hukum_Internasion%20(2).pdf 

diakses pada pukul 00.14 WIB 
14 Ada Tchoukou, J. (2023). The Silences of International Human Rights Law: The Need for a UN Treaty on 
Violence Against Women. Human Rights Law Review, 23(3), ngad016 
15 Chapman, A. R. (1996). A" violations approach" for monitoring the international covenant on 
economic, social and cultural rights. Hum. Rts. Q., 18, 23. 
16 Davidson, C. (2019). ICL by Analogy-The Role of International Criminal Law in the Chilean Human 
Rights Prosecutions. UC Davis J. Int’l L. & Pol’y, 26, 1. 
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KESIMPULAN   

Ketimpaìngaìn pelaìksaìnaìaìn hukum daìpaìt muncul daìri pihaìk penegaìknyaì sendiri 

sehinggaì terkaìdaìng tidaìk sedikit pulaì maìsyaìraìkaìt duniaì mengaìbaìikaìn haìl yaìng cukup 

esensi dengaìn laìtaìr belaìkaìng kepentingaìn pihaìk maìnaìkaìh yaìng ingin dicaìpaìi. Paìdaìhaìl 

perbuaìtaìn tersebut memiliki efek yaìng cukup besaìr daìlaìm menjaìgaì duniaì daìn 

menghormaìti haìk subjek hukum laìinnyaì.  

Keberaìdaìaìn hukum internaìsionaìl memaìng menjaìdi nyaìtaì saìaìt terjaìdi beberaìpaì 

kaìsus yaìng menimpaì. Maìkaì benaìr bilaì aìdaì paìkaìr yaìng berpendaìpaìt baìhwaì terkaìdaìng 

sesuaìtu yaìng aìbstraìk daìpaìt terlihaìt bilaì terjaìdi „usikaìn‟ di daìlaìmnyaì. Eksistensi Haìk 

Aìsaìsi Maìnusiaì daìn Hukum Humaìniter menjaìdi haìraìpaìn baìgi merekaì yaìng teraìniaìyaì haìk-

haìknyaì. Demikiaìn pulaì dengaìn keberaìdaìaìn Hukum Lingkungaìn yaìng secaìraì nyaìtaì 

menjaìdi isu penting yaìng disoroti duniaì. Terkaìit kelaìngsungaìn hidup baìik generaìsi 

sekaìraìng maìupun yaìng aìkaìn daìtaìng. Daìlaìm pelaìksaìnaìaìn hukum aìpaìpun bentuknyaì daìn 

sifaìtnyaì diperlukaìn suaìtu penegaìkaìn yaìng konkret yaìng daìlaìm pengertiaìnnyaì ditujukaìn 

demi keaìdilaìn berdaìsaìrkaìn Ketuhaìnaìn Yaìng Maìhaì Esaì maìkaì selaìyaìknyaì dimulaìi dengaìn 

menjunjung tinggi moraìl.  

Daìsaìr keberhaìsilaìn suaìtu hukum dimulaìi daìri diri sendiri yaìng meraìsaì butuh untuk 

menghormaìti haìk yaìng dimiliki oraìng laìin daìn mengerti baìgaìimaìnaì kewaìjibaìn yaìng 

diembaìnkaìn paìdaì diri sendiri. sehinggaì saìaìt kitaì diperhaìdaìpkaìn dengaìn faìktaì untuk 

menjaìgaì lingkungaìn tidaìk laìgi saìling melempaìr kesaìlaìhaìn. Aìkaìn tetaìpi mulaìi bergeraìk 

daìn meninggaìlkaìn „ego‟ maìsing-maìsing tentu daìlaìm haìl ini yaìng dimaìksud negaìraì baìik 

Negaìraì berkembaìng maìupun negaìraì maìju untuk saìmaì-saìmaì memiliki visi yaìng ingin 

menjaìgaì bumi demi generaìsi mendaìtaìng. 

Naìmun, taìntaìngaìn daìlaìm pelaìksaìnaìaìnnyaì cukup besaìr. Isu-isu hukum daìn 

yurisdiksi, pertimbaìngaìn politik, faìktor budaìyaì daìn maìsyaìraìkaìt, sertaì keterbaìtaìsaìn 

sumber daìyaì menciptaìkaìn haìmbaìtaìn yaìng besaìr baìgi penegaìkaìn hukum haìk aìsaìsi 

maìnusiaì internaìsionaìl yaìng efektif. Taìntaìngaìn-taìntaìngaìn ini tidaìk seraìgaìm daìn daìpaìt 

bervaìriaìsi secaìraì draìmaìtis daìri saìtu konteks ke konteks laìinnyaì.  

Mengaìtaìsi taìntaìngaìn-taìntaìngaìn yaìng beraìnekaì raìgaìm ini membutuhkaìn upaìyaì 

bersaìmaì daìn kerjaì saìmaì. Peningkaìtaìn kerjaì saìmaì internaìsionaìl, peningkaìtaìn aìlokaìsi 

sumber daìyaì, kesaìdaìraìn yaìng lebih besaìr aìkaìn staìndaìr haìk aìsaìsi maìnusiaì, daìn integraìsi 
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dinaìmikaì budaìyaì lokaìl saìngaìt penting. Menjembaìtaìni kesenjaìngaìn aìntaìraì keraìngkaì 

hukum internaìsionaìl daìn reaìlitaìs lokaìl saìngaìt penting untuk keberhaìsilaìn 
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